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Menimbang

Mengingat: 1.

BUPATI GOWA,

bahwa untuk melaksanakan
Ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Tingkat [II  di
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Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomeor 74,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 3]
Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 (entang Desa
(Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indeonesia Nomor 5539);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa

Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2004 Nomor 7 seri E);

Peraturan Dacrah Kabupaten Gowa
Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam
Penvelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2004
Nomor 8 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Desa dalam Wilayah
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2005
Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

KABUPATEN GOWA
dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

| ¥
2
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Daecrah adalah Kabupaten Gowa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan Dearah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gowa.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyas
wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang
memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus Urusan, kepentingan
masyarakat, hak Asal Usul, yang diakui dan
dihormati dalam sistemm Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Desa.

Kepala Desa  bertugas menyelenggarakan
Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara
Pemmerintah Desa vang terdiri dari Sekretariat
Desa, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur
Kewilayahan di Kabupaten Gowa.



LG,

11,

12,

13.

14.

1D.

16.

17.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan kererwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-
Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama BPID.
Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang
ditetapkan Kepala Desa yang bersifat pengaturan
dan/atau merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Dcsa.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat
pcnctapar.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang  diselenggarakan  oleh  BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdayakan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayail
penyelenggaraan  pemerintahan, pclaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa
yang bersumber dari bagian dana perimbangan
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kcuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten.

|8. Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa
selanmjuinya disingkat APBDecsa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan desa vang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
Desa dan BFPD yang ditetapkan dengan Peraturan
Decsa,

BARE 11
KEDUDUKAN, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

BPD berkedudukan scbagai wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah vyang
pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Bagian Kedua
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 3

BPLD mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Dessg;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Hak Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 4
BPD berhak:



.

mengawasi dan meminta Xeterangan tentung
penyelenggaraan Pemerintahian  Desa  kepuda
Pemerintah Desa;

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
vemhberdayaan masvarakat Desa; dan
mendapatkan  biava operasional pelaksanaan
tugas dan fungsinya der Anggeran Pendanatan
dan Belanja Desa.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota Badan
Permusyawaratan Desa

Paragrafl 1
Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

Anggota BPD berhak:

al

b.
3
d
e

mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
mengajukan pertanyasn,

menyampaikan usul dan/atau pendapat;

memilih dan dipilih; dan

mendapat tunjangan dari Anggaran Pcndapatan
dan Belanja Desa.

Paragraf 2
Kewajiban Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

Anggota BPD wajib:

4.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Megara
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Republik  Indoresia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik  Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Tka;

melaksanakan  kehidupan  demckrasi  yang
berkeadilan  gender dalam  pernveiengparaan
Pemerintanan Desa:

menyerap, menampung, menghimpun, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa:
mendanulukan  kepeniingan umum  di atas
kepentingan  pribadi, kelompok, dan /atau
eolongan;

menghormat: nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat Desa: dan

menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BABE I1I

KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Syarat-Syarat Anggota

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.
b,

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakar  Undang-Undang  Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;

berusia paling rendah 20 {dua puluh) tahun atau
sudah/pernah menikah;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;




€. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desu;

[.  bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD-

g wakil penduduk desa yang dipilih  secars
demokratis;

h. bukan sebagai Aparat Sipil Negara;

1. sehat jasmani dan rohani;

J.  berkelakuan Baik, jujur, adil dan bersediz
dicalonkan sebagai anggota BPD;

k. tidak dicabut hak pilihnya  berdasarkan

Keputusan pengadilan yang mempunvai kekyatan

hukum yang tetap;

tidak pernah dihukum karens melakukan tindak

pidana kejahatan hukuman paling singkat 5

tahun;

M. mengenal daerahnya dan dikenal oleh musyarakat
di desa yang bersangkutan:

. memenuhi syarat-syarat lain yang scsuai dengan
adat istiadat setempat;

0. anggota BPD harus bertempat tinggal didalam
wilayah desa yang bersangkutan,

[—
-

Pasal 8

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumiah
ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak
9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah,
perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan
Desa.

Pasal 9

(1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang kelua,
1 [satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang
sekretaris,

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipilih dan dan ocleh anggota BPD secara
langsung dalam rapal BPD yang diadakan secara
khusus.
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13)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama
kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu
oleh anggota termuda.

Bagian Kedua

Pengisian Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10
Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara
demokratis melalui proses pemilihan secara
langsung atau musyawarah perwakilan dengan
menjamin keterwakilan perempuan.
Dalam rangka proses pemilihan secara langsung
atau musyawarah perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk
pamtia  pengisian keanggotaan BPD dan
ditetaplkan dengan keputusan kepala Desa.
Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya
dengan jumlah anggota dan komposisi yang
proporsional.
Penetapan mekanisme pengisian  keanggotaan
BPD scbagaimana dimaksud pada ayal (2)
dilaksanakan dengan berpedoman pada
peraturan daerah ini,

Pasal 11
Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) melakukan penjaringan dan
penyaringan bakal calon anggota BPD dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa
keanggotaan BPD berakhir.
Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD
yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota
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(3]

(<)

(9)

(1)

(2)

BPD vang dilaksanakan lama 3 (tiga) bulan
sebelum masa keangpotaan BPD berakhir.

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan
BPD ditetapkan melalui  proses  pemilihan
lingsung, panitia pengisian menyelenggarakan
pemilihan  langsung calon anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan
BPD ditetapkan melalui proses musyawarah
perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses
musyawarah perwakilan oleh unsur masvarakat
yang mempunyai hak pilih,

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah
perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4] disampaikan oleh panitia pengisian
anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7
(tujuh) Har sejak ditetapkannya hasil pemilihan
langsung atau musyawarah perwalkilan.

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah
perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil
pemilihan  dari  panitia  pengisian untuk
diresmikan oleh Bupati.

Pasal 12

Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (6) ditetapkan dengan
keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan
langsung atau musyawarah perwakilan dari
kepala Desa.
Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) Hari scjak diterbitkannya
11




keputusan Bupati mengenai pcresmian anggota
BPD.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa Antar waktu

Pasal 13
Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan
dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD
melalui kepala Desa.

BAB IV

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Masa Keanggotaan

Pasal 14
(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal perngucapan

sumpah/janji.

(2) Anggota DBPD dapat dipililh untuk masa
keanggeotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 15
(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. memnggal duma;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
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(<) Anppota BFI)  diberhentikan sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena:

a. berakhir masa keanggotaan:

b tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

¢. tidak lagt memenuhi syarat sebagai anggota

- BPD: atau

. melanggar larangan sebagai anggota BPD.

(3) Pemberhentian anggota BPD  diusulkan oleh
pimpinan BPD kepada bupati atas dasar hasil
musyawarah BPD.

(1) Percsmian pemberhentian anggota BFD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

BAB YV

PERESMIAN DAN SUMPAH JANJI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 16

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

() Anpgota Badun Permusyawaratan Desa
sebelum memangku jabatannya
bersumpah/berjanji secara bersama-sama di
hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati
atau pejabat vang ditunjuk.

(-3} Susunan kata sumpah/janji anggoia BPD
sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya
sclaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya,
scjujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya
akan selalu  taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,
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dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia  Tahun 1945  serta
meclaksanakan  segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku
bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”,

BAB VI

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 17

(1) Peraturan lata tertib BPD paling sedikit memuat:

(2)

(3)

a. waktu musyawarah BPD;

b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah
BPD:

C. lata cara musyawarah BPD;

d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat
BPD dan angpota BPD: dan

€. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pengaturan mengenai waktu mu syawarah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawarah;

b. tempat musyawarah;

C. Jenis musyawarah; dan

d. dafltar hadir anggota BPD.

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

A. penetapan  punpinan musyawarah apabila
pimpinan dan anggota hadir lengkap:

b. penetapan  pimpinan musyawarah apabila
ketua BPD berhalangan hadir;

C. penetapan  pimpinan musyawarah apabila
ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
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(4]

(3)

()

d. penetapan  secara  fungsional  pimpinan
musyawarah sesuai dengan bidang yang
ditentukan dan penetapan penggantian anggota
BPD antarwaktu.

Pengaturan mengenai tata cara musvawarah BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliput:

a. tata cara pembahasan rancangan peraturan
Desa;

b. konsultasi mengenai rencana dan program
Pemerintah Desa:

C. lata cara mengenai pengawasan Kinerja kepala
Desa; dan

d. tata cara penampungan atau penyaluran
aspirasi masyarakat.

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak

menyatakan  pendapat BPD  sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan
Pemerintahan Desa;

b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
Desa atas pandangan BPD:

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau
pendapat Kepala Desa; dan

d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan
akhir BPD kepada Bupati.

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara

musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf e meliputi:

a. pcnyusunan notulen rapat;

b. penyusunan berita acara;

c. format berita acara:

d. penandatanganan berita acara; dan

e. penvampeuan berita acara.
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(1)

BAR VII
KEUANGAN
Pasal 18

Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak
untuk memperoleh tunjangan sesual dengan
kemampuan kcuangan desa.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa

Selain  tunjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa
memperoleh biaya operasional sesual dengan
kemampuan keuangan Desa.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa

BAB VIII

LARANGAN BAGI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 19

Anggata BPD dilarang:

ai

0. 0

merugikan kepentingan umum, meresahkan
sekelompok masyarakat Dess, dan
mendiskriminasikan  warga alau  golongan
masyarakat Desa;

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,
mernerimea uang, barang, dan/atau jasa dari pihak
lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannva;
menyalahgunakan wewenang;

melanggar sumpah/janji jabatan;

merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan
perangkat Desa,

merangkap sebagal anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwalilan
Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain Vi
ditentukan dalam ketentuan peraluran
perundangan-undangan;

g sebagai pelaksana proyek Desa;

h. menjadi pengurus partai politik; dan/atay

1.  menjadi anggota dan/atau penguras OTEATISH S|
teriarang.

BAB IX
TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 20
(1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan - dan
anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dari Bupat: ;
(2) Hai-hal yang dikecualikan adalah :

a tertangkap tangan melakukan iundak
pidana/kejahatan yang  diancam  dengan °

hukuman penjara S5 (lima) tahun atau lebih;
b. diduga telah melakukan tindak  pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulic
oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3
(tiga) hari.

BAEB X

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan
Dacrah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2006
lentang BPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 22
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Dacrah in; diundangkan.
17
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Pasal 23
Deraturan Daerah ini mulai berlaku pada ta nggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah in1 dengan
penempetuanaya dalam Lembaran Daeralk Wabupaten
Cowe.

Ditetapkan di  Sungguminasa
ada tanggal 3

Descnoar U7

a 1 s g "o '_,,_.-M
Diundangkan di bu%ggumg
ada tanggal 31 Desemvar 012

TEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015
NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOW
PROVINST SULAWESI SELATAN 5 TAHUN 2015

-

k.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR ©5 TAHUN 2015

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasvarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih
terperinci mengenai Badan Permusyawaratan
Dcsa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan
badan permusyawaratan di tingkat Desa yang
turut membahas dan menyepakati berbagai
kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Dalam wupaya meningkatkan kinerja
kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat
kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakal, Pemerintah Desa
dan/atau Badan Permusyawaratan Desa
menfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.
Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain
adalah forum musyawarah antare Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Dcsa untuk
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I1.

memusyawarahkan dan menyepakati hal yang
bersifat strategis  dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa
dalam bentuk kescpakatan yang dituangkan
dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan
dasar olch Badan Permusyawaratan Desa dan
Pemcrintah Desa dalam menetapkan kebijakan
Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas
pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, antara lain kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, tertib
kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan
lokal, keberagaman serta partisipasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara
demokratis” adalah dapat diproses pemilihan
secara langsung dan melalui proses musyawarah

perwakilan

Pasal 3
Cukup jelas.
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Pasal 9

Yang dimaksud dengan “meminta
keterangan” adalah permintaan vyang bersifat
informasi tentang penyvelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa, bukan dalam rangka laporan

pertanggungjawnban Kepala Desa.

Pasal 5 s/d
Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “berakhir masa
keanggotaan” adalah apabila seorang Anggota
BPD yang telah berakhir masa jabatannya 6
(enam) tahun terhitung tanggal pengucapan
sumpah /janji.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dapat
melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap®™ adalah apabila
Anggota  BPD  menderita sakit vang
mengakibatkan, baik fisik maupun mental,
tidak  berfungsi secara normal yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya.,
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Avat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Culkup jelas.

Pasal 16
Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengucapan sumpah/janji anggota BPD
dilakukan sesuai dengan agama yang
diakui Pemerintah yakni :

da.

b,

diawali dengan ucapan “Demi Allah”
untuk penganut agama Islam;

diakhiri dengan ucapan “Semoga
Tuhan menolong saya” untuk penganut
agama Kristen Protestan/Katolik;
diawali dengan wucapan :Om Atah
Paramawisesa” untuk penganut agama
Hindu; dan

diawali dengan ucapan “Demi Sang
Hyang Adi Budha” untuk penganut
agama Budha.

Pasal 17 s/d

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR
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